NATA KULIAH WANB UNUN
PENDIDIRAN

KEWARGANECARAAN

WIJIANTO, S.Pd, MSc.
tka Ahmad Rinaldhi, 5 Pd




BAB W

LA DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRT 1745 DAN KONSTITUSIONALITAS

& PERUBAHANNYA
IENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAR UUD W e

Lo boba wroungs wrthags ipey

¢ b e -



dan Urgendi Kontihusi
KdMupm BwbaWw-

Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yanq berisi aturan-aturan dasar untuk
menyelenggarakan neqara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulss, yang
menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
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Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis,
yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankar
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Konpep dan Urg,emé Rorptitedi
dafarm Kehidupan Berbangda-
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Konstitus diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara

Materi Konstitusi

Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD), kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dar
UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.




Dinamika dan Tantangm
Konstihuai dalam Kehidupan,

Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 745 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NKI 1745 belum cukup
memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh
UUD NRI 1745 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi- penyelenggaraan

negara yang oforiter, sentralistik, tertutup, dan praktk KKN.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubanan UUD NRI 1745 menjadi- kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR
melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali- perubahan. Keempat kali-perubahan tersebut harus dipanami

sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.




Dasar pemnikiran perubahan UUD NKI 745 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasalpasal yang
terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan

rumusan UUD NRI 1745 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

Awal proses perubahan UUD NRI 1745 adalah pencabutan Ketefapan MPR Rl Nomor V/MPR/1783 tentang Referendum, pembatasan masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia mengawali perubahan UUD NRI 174




(a) Perubahan UUD NRI 1745 dilakukan oleh MPR ol sy kesatuan perubahan yang dilaksanakan delam empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1799 Sidang Tahunan MPR
2000, 2007, dan 2002,

(b) Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1745 yang telah disusun secara sisternatis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1777- 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan
diambil putusan.

(c) Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1745 dileksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati
sebelumnya




Proder Pervbahan UUD 1945

1. Tuntutan Reformasi 2. Sebelum Perubahan 3. Latar Belakang 4. Tujuan Perubahan
Perubahan

Antara lain

Amandemen UUD 1945
Penghapusan Doktrin
Dwi Fungsi ABRI
Penegakan hukum,
HAM, dan
pemberantasan KKN
Otonomi Daerah
Kebebasan Pers
Mewujudkan kehidupan
demokrasi

Pembukaan
Batang Tubuh
= 16 bab
= 37 pasal
= 49 ayat
= 4 pasal Aturan
Peralihan
= 2 ayat Aturan
Tambahan
Penjelasan

Kekuasaan tertinggi di

tangan MPR

- Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden

- Pasal-pasal yang berlaku
luwes” sehingga
menimbulkan multitafsir

- Kewenangan pada
Presiden untuk
mengatur hal-hal
penting dengan
undang-undang

= Rumusan UUD 1945
tentang semangat
penyelenggara negara
belum cukup didukung
ketentuan konstitusi

Menyempurnakan aturan

dasar mengenai:

- Tatanan negara

Kedaulatan Rakyat

HAM

Pembagian kekuasaan

Kesejahteraan Sosial

Eksistensi negara

demokrasi dan negara

hukum

- Hal-hal lain sesuai
dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan
bangsa

8. Hasil Perubahan 7.Sidang MPR 6. Kesepakatan Dasar 5. Dasar Yuridis

- Pembukaan = Sidang Umum MPR 1999 - Tidak mengubah - Pasal 3 UUD 1945
- Pasal-pasal: Tanggal 14-21 Okr 1999 Pembukaan UUD 1945 - Pasal 37 UUD 1945
=217 bab - Sidang Tahunan MPR - Tetap mempertahankan - TAP MPR
= 73 pasal 2000 Tanggal 7-18 Agt Negara Kesatuan No.IX/MPR/1999
= 170 ayat 2000 Republik Indonesia - TAP MPR
= 3 pasal Aturan - Sidang Tahunan MPR - Mempertegas sistem No.IX/MPR/2000
Peralihan 2001 Tanggal 1-9 Nov presidensiil - TAP MPR
= 2 pasal Aturan 2001 - Penjelasan UUD 1945 No XI/MPR/2001

Sidang Tahunan MPR
2002 Tanggal 1-11 Agt
2002

yvang memuat hal-hal
normatif akan
dimasukkan ke dalam
pasal-pasal

= Perubahan dilakukan
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Sumber: MPR RI (2012)
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B et dan Urgensi Konstitusi
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UUD NRIT745 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia.
Berdasar ketentuan ini, secara normati, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD

Jka suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang
tersebut

Warga negara dapat mengajukan penquijian konstitusionalitas suatu undanqundang kepada Mahkamah Konstitus




